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Tim Pembimbing dan Tim Penguji.
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ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARISTERHADAP AKTA YANG
DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM OLEH PENGADILAN
(ANALISISPUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN
Nomor 656/PDT.G/2015/PN.MDN)

RISMA MARPAUNG!
NPM : 1620020047

Notaris sebagai pejabat umum yang diatur dalam undang-undang memiliki
tanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya, jika akta tersebut
mengandung cacat hukum dan menimbulkan sengketa ke pengadilan. Putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/PDT.G/2015/PN.MDN, Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat Notaris dinyatakan tidak
berkekuatan hukum oleh Majelis Hakim karenaisinya dinilai menyalahi ketentuan
peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam Tesisini ialah
apa sgja alasan yuridis yang digunakan pengadilan untuk menyatakan batal demi
hukum suatu akta Notaris, bagaimana akibat hukum pembatalan akta Notaris oleh
pengadilan, bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang
dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengkaji dan mengetahui alasan yuridis yang digunakan pengadilan untuk
menyatakan batal demi hukum suatu akta Notaris, untuk mengetahui akibat
hukum pembatalan akta Notaris oleh pengadilan dan untuk mengetahui
pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum
oleh pengadilan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Teknik penumpulan data
diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (library research) berupa studi
dokumen. Anaisis data menggunakan analisis kualitatif, selanjutnya ditarik
kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Alasan yuridis
pengadilan untuk menyatakan batal demi hukum suatu akta Notaris adalah jika
akta Notaris tidak memenuhi persyaratan objektif dan subjektif dalam suatu
perjanjian. Akibat hukum pembatalan akta Notaris oleh pengadilan yaitu
berubahnya status dan kekuatan pembuktian suatu akta Notaris sebagai akta
otentik menjadi akta di bawah tangan. Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta
yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan meliputi pertanggungjawaban
perdata, pidana dan administrasi.

Penelitian ini menyarankan agar Hakim harus membuat keputusan yang
bijaksana dan seadil-adilnya dalam menangani setiap perkara, terutama yang
berkaitan dengan akta Notaris. Setiap akta yang dibuat Notaris harus memenuhi
persyaratan materil dan formil. Notaris harus siap dan bertanggungjawab terhadap
setiap produk akta yang dibuatnya, baik secara perdata, pidana dan administrasi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Notaris, Akta, Pengadilan

! Mahasiswa Magister Kenotariatan universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2018



ABSTRACT
TITE NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR THE DEED SENTENCED NULL AND
VOID BY THE COURT
(THE ANALYSIS OF MEDAN STATE COURT DECISIONS
NUMBER 656/PDT.G/2015/PN.MDN)

A notary as a public official stipulated in the law has responsibility for every deed made,
especially if later the deed contains legal defects and causes a dispute to the court. The deed
which 1z in dispute or containg a legal defect must also be known whether there 1s an clement
of error purely from the notary, or the Gl of the parties in providing information and other
supporting documents, In the verdict of the state court m number 656/PDT.G/2015/PN.MDN,
the news deed of the general mecting of sharcholders (GMS) made by a notary is stated not to
be lzgaily enforced by the panel of judges because the contents are considered to violate the
provisions of the legislation, The problem raised in this thesis 1s any juridical reason used by
the court to sentence null and void a notary deed, what is the legal consequence of notary
deed by the court, how the notary is responsible for the deed sentence null and void by the
court. This study aims to cxamine and determing the juridical reasons used by the court to
sentence null and void a notary deed, to detenmine the legal consequences of notary deed
cancellation by the court and to determine the notary's responsibility fur the deed senteneed
null and void by the court.

This research is descriptive analysis, the type of research used is normative legal
research (normative juridical). Data collection techniques are obtained by means of library
research in the form of document studies. Data analysis uses qualitative analysis, then draw
conclusions using deductive thinking methods. Juridical reasons for sentencing null and void
a notary deed is that if the deed made by the netary is in contravention of the law, objective
and subjective requirements are not fuifilled in an agreement. As a result of the legul
cancellation of a notary deed by the court, namely the change in status and strengih of proof
of a notary deed as an authentic deed into a deed and the notary deed is senfenced invalid or
null and void. The notary's responsibility for the deed sentenced null and void by the court
mncludes civil. eriminal and administrative liability,

Thus study suggests that judges must make wise and fair decisions in handhing every
case, especially those related to notary deeds. Each deed made by a notary must fulfill
material and fonnal requirements, so that the deed does not have the potential to cause a
dispute. 'The notary must be prepared and fully responsible for each product deed he made,
both civil, erimimal and administrative.

Key words: Responsibility, Notary, Deed, Court
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, terutama
terkait dengan persoadlan hukum keperdataan, ditambah lagi mengingat
masyarakat modern saat ini banyak terbebani dengan urusan dan administrasi
hukum keperdataan yang harus didokumentasikan dalam bentuk akta otentik agar
perbuatan hukum tersebut memiliki legalitas dan kekuatan pembuktian.
Pembuatan dokumen-dokumen hukum atau akta tersebut, jasa Notaris yang
trampil, teliti dan profesiona sangatlah dibutuhkan.

Notaris selain merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang
dalam membuat akta otentik sekaligus juga merupakan perpanjangan tangan
Pemerintah. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus dapat bersikap
profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi
Kode Etik Notaris.* Notaris sebagai pejabat umum, dituntut untuk bertanggung
jawab terhadap akta yang dibuatnya, yakni tanggung jawab hukum dan tanggung
jawab moral. Selain itu, Notaris mempunya tugas dan kewgjiban untuk
memberikan pelayanan dan konsultass hukum kepada masyarakat yang
membutuhkan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

! Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, him. 375.



Layanan hukum oleh Notaris dapat diberikan dalam bentuk membuat akta
otentik, mengesahkan serta mendaftarkan akta di bawah tangan ataupun
kewenangan lainnya?® Akta merupkan surat yang dibuat sedemikian rupa oleh
atau di hadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya yang menjadi bukti
yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan
pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam
surat itu sebaga pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal dalam akta
itu.

Berbicara mengenai akta, terbagi menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta di
bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar
kesepakatan para pihak, tanggalnya bisa dibuat kapan sgja, sedangkan terhadap
akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.® Pasal 1 angka 7
UUJN menyebutkan pengertian akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh
atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam
undang-undang ini, sedangkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang dimaksud
dengan akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetukan oleh
undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum Yyang
berkuasa untuk itu di mana akta itu dibuat. Pasal tersebut mensyaratkan, agar
suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka harus ada kewenangan dari
Pgabat Umum (Notaris), untuk membuat akta otentik yang bersumber pada

undang-undang.* Adapun setip akta harus memenuhi persyaratan sebgai berikut :

2 Gaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam
Perbuatan Akta, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, him. 121

*1bid., him 122

“ Budi Untung, Hukum Koperasi Dan Peran Notaris, Andi, Y ogyakarta, 2005, him.30.



1. Surat itu harus ditandatangani;
2. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak;
3. Atau Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.®
Akta yang dibuat Notaris juga harus mengandung Syarat-syarat yang
diperlukan agar tercapa sifat otentik dari akta itu sebagaimana yang tercantum
dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu
adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan
hukum, adanya hal atau alasan tertentu dan sebab yang halal. Akta sebaga alat
bukti yang kuat ada kalanya terdapat kesalahan atau kecalalaian (cacat), dimana
cacatnya suatu akta Notaris tersebut dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta
Notaris dan ditinjau dari sanksi atau akibat hukum dari kebatalan dapat dibedakan
menjadi; batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan non existent.® Akibat hukum
dari sautu kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat
dibatalkan atau non existent yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum
tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak memiliki
akibat hukumnya.”
Akta Notaris yang dibatalkan oleh hakim melalui putusan pengadilan dapat
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang mengikatkan diri dalam

akta Notaris tersebut. Kesalahan dan kelalaian kedua belah pihak maupun salah

® Gjaifurrachman Op. Cit him 100

® G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan ke-5, Erlangga, Jakarta,
1999, him. 201.

" Djoko Sukisno, Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris,
Mimbar Hukum Volume 20 Nomor 1, 2008, him.52



satu pihak mengakibatkan adanya atau timbulnya gugatan dari salah satu pihak
dalam akta.®

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab penuh terhdap
setiap akta yang dibuatnya, apalagi jika dikemudian hari akta tersebut bersengketa
di pengadilan dan mengandung cacat hukum, maka patut dipersoalkan. Dalam
akta yang bersengketa atau mengandung cacat hukum tersebut harus diketahui
pula apakah adanya unsur kesalahan murni dari Notaris, ataukah kesalahan dari
para pihak dalam memberikan keterangan dan dokumen-dokumen pendukung
lainnya.®

Proses perdata mengenai cacatnya suatu akta sehingga dibatalkan oleh
hakim, seringkali Notaris di bawa ke pengadilan sebagai “Tergugat atau Turut
Tergugat”. Hal sebagai upaya yang paksa karena dalam akta notariil khususnya
partij acte yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, Notaris tidak
terlibat bahkan dilarang oleh Undang-Undang terlibat dalam suatu perbuatan
hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya.*
Keterlibatan Notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak
kedalam aktanya dan selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya
mendudukan Notaris sebagai “Tergugat atau Turut Tergugat” adalah sebagai
upaya untuk memaksa Notaris berbicara seputar aktanya yang sekarang menjadi

alat bukti dalam proses peradilan.™

® lbid., him 53.

® Zuliana Maro Batubara , Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Notaris (Studi
Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan) Fakultas Hukum USU Medan 2011 him 18.

19 jliana Tedjosaputro, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka |lmu, Semarang, 2003,
him. 93.

1 Djoko Sukisno Op. Cit, him 53.



Notaris rawan terkena jeratan hukum. Bukan hanya karena faktor internal
yang berasal dari dalam dirinya sendiri misalnya kecerobohan, tidak mematuhi
prosedur, tidak menjalankan etika profes dan sebagainya. Namun juga
dikarenakan faktor eksternal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan
pada dokumen-dukumen palsu padaha dokumen tersebut mengandung
konsekuensi hukum bagi pemiliknya.'?

Akibat kelalaian atau kesalahan Notaris dalam membuat akta tersebut dapat
dibuktikan, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan
pertanggungjawaban baik secara pidana (Pasal 66) maupun perdata (Pasal 84)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Oleh
karena itu guna melindungi dirinya, sikap kewaspadaan dan kehatihatian sangat
dituntut dari seorang Notaris.*®> Namun demikian, dalam prakteknya tidak sedikit
Notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya
dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat
ditemukannya cacat hukum dalam pembuatannya misalnya ternyata dokumen
yang diberikan salah satu pihak tidak benar.*

Contoh kelalaian atau kealfaan dari Notaris dalam membuat akta dapat
dijumpa dalam perkata di Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor
656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, yang menjadi bahan analisis daam pendlitian ini.
Dalam perkara tersebut diketahui bahwa pada membuat Akta Berita Acara Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PANTAI PERUPUK INDAH, Poeryanto

12 pengurus Pusat |katan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang
dan Dimasa Datang, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, him 226.

B Wawan Tunggal Alam, Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari
Milenia Populer, Jakarta, 2001, him 85.

“Ibid., him 89.



Poedjiaty S.H sebagai Notaris (Tergugat V) dinilai mengabaikan ketentuan Pasal
85 Ayat (1), 86 Ayat (2) dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008
Tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut, bahwa
dalam melaksanakan RUPS, harus terlebih dahulu dilakukan pengumuman secara
terbuka, dihadiri oleh para pemegang saham, apabila pemegang saham tidak dapat
hadir, maka harus dipanggil selama beberapakali. Begitu pula dalam pengambilan
keputusan penting perusahaan, setigp pemegang saham harus diperhitungkan
suaranya sesuali dengan jumlah sahamnya dan tidak boleh diabaikan begitu sgja.
Namun Para Tergugat, yakni Tergugat I, Tergugat 11 dan Tergugat IV, (Rony
Samuel dan Sjofian Arrtgjo, Hamonangan Lautan) selaku Komisaris dan Direktur
Utama PT. PANTAI PERUPUK INDAH, hanya memanggil Penggugat sebanyak
satu kali sgja dan menjalankan serta mengambil keputusan RUPS mengenai
perombakan jgjarran direksi, penambahan modal sero berdasarkan keputusannya
sendiri dengan mengabaikan keberadaan Penggungat sebagai salah satu pemegang
saham sebesar 30 sero (persen). Namun meski dalam RUPS terebut tidak
memenuhi ketentuan UU, Tergugat V tetap mengesahkan dan membuat akta
berita acara RUPS tentang penambahan modal/saham serta perombakan jagjaran
direks perusahaan.

Akibat penerbitan akta/berita acara RUPS tersebut membuat Ny. Reny
Trisnawaty Jong (Penggugat) sebagai salah satu pemegang saham mengalami
kerugian dan memutuskan untuk menuntut hak-haknya dengan mengajukan
gugatan ke pengadilan. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan

bahwa Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Akta



Nomor 3543/Leg/2015 tertanggal 5 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Tergugat
V adalah tidak sah dan batal demi hukum dan menghukum Tergugat V untuk
tunduk dan mematuhi ini putusan ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk
meneliti  dan menyusun dalam sebuah penulisan hukum dengan judul
“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG
DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM OLEH PENGADILAN
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR

656/Pdt.G/2015/PN.Mdn)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka ditemukan perumusan masalah sebagai berikut :
1. Apa Alasan Yuridis yang Digunakan Pengadilan untuk Menyatakan
Batal Demi Hukum Suatu Akta Notaris?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pembatalan Akta Notaris Oleh Pengadilan?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang

Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan?

C. Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Alasan Yuridis yang Digunakan
Pengadilan untuk Menyatakan Batal Demi Hukum Suatu Akta Notaris
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Pembatalan Akta Notaris Oleh

Pengadilan



3. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang

Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan

D. Manfaat Penelitian
Tujuan dan manfaat penelitian merupakan suatu rangkaian yang hendak
dicapal bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam menambah
bahan pustaka atau literatur mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap akta
yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan.
2. Secara praktis
Dari hasil pendlitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran
bagi mahasiswa, praktis hukum dan masyarakat, utamanya yang berhubungan
dengan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta, untuk mengambil langkah,
solusi atau jalan keluar terbaik dan tepat dalam upaya menyel esaikan masalah akta

Notaris yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan.

E. Keadian Penédlitian
Berikut adalah beberapa judul dan perumusan masalah yang peneliti ambil
berdasarkan pemeriksaan dan hasil penelitian yang ada pada perpustakaan di
beberapa Perguruan tinggi di Indonesia antaralain :
1. Tesis, Yeni Rahman, NPM. 136010200111118, Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Bandung Tahun

2015. Judul Penelitian “Limitasi Pertanggungajawaban Notaris Terhadap
Akta Otentik Yang Dibuatnya (Analisis Yuridis Pasal 65 Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).
Perumusan Masalah :

a. Bagamana penentuan batas waktu pertanggungjawaban Notaris
terhadap akta yang dibuatnya ditinjau dari Pasal 65 undang-undang
jabatan Notaris perubahan?

b. Bagamana penentuan batas waktu pertanggungjawaban Notaris
terhadap akta yang dibuatnya di masa mendatang?

2. Tesis, Yusnani, NPM 057011100, Program Studi Magister Kenotariatan
USU Medan Tahun 2008. Judul Penelitian “Analisis Hukum Terhadap
Akta Otentik Yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus Di Kota
Medan)

Perumusan Masalah

a. Bagamana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik yang
mengandung keterangan palsu ?

b. Bagamana sanksi yang diberikan kepada penghadap yang
memberikan keterangan palsu dalam akta otentik ?

c. Bagaimana akibat hukumnya terhadap akta otentik yang mengandung
keterangan palsu ?

3. Tesis, H. Ali Ishak, NPM: 1520020056 Program Studi Magister
Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara Medan 2018. Judul Penelitian “Eksistensi Akta Otentik
Daam Kompilasi Hukum Islam Bagi Anak Angkat (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor 489 K/Ag/2011)”

Perumusan Masalah :

a. Bagaimana Pelaksanaan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut
Kompilas Hukum Islam ?

b. Bagaimana Penerapan Akta Otentik Dalam Pemberian Wasiat Wagjibah
Terhadap Anak Angkat ?

c. Bagamana Pertimbangan Hukum Hakim Daam Putusan Mahakamah
Agung Nomor 489 K/AG/20117?

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang
Dinyatakan Bata Demi Hukum Oleh Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor 656/Pdt.G/2015/Pn.Mdn), orosinil belum pernah
dilakukan/dipublikasikan dengan topik, judul dan permasalahan yang sama.
Jikapun ada topik dan judul yang sama, namun perumusan masal ah yang diangkat

berbeda. Sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif dan
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terbuka, maka penelitian ini asli karya ilmiah penulis sendiri. Penelitian ini dapat

dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya secarailmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi
1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik
atas proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya
pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.™ Konsep teori
menurut M. Solly Lubis ialah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat,
mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi s pembaca
menjadi bahan perbandingan, pegangan teori, yang mungkin ia setuju ataupun
tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.*®

Pengertian teori itu sendiri adalah serangkaian proposisi atau keterangan
yang saling berhubungan dengan dan tersusun dalam sistem deduks yang
mengemukakan suatu penjelasan atas suatu gejala. Jadi teori adalah seperangkat
proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan
saling berhubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis
dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel dengan variabel lainnya dan
menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.*’

Fungs teori dalam penelitian adalah untuk mensistematiskan penemuan-
penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediks atas dasar penemuan dan

menygjikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya

> M. Hasyim. Peneltian [Imu-ilmu Sosial, FE-UI, Jakarta, 1996, him 203.

M. Solly Lubis “Filsafat [lmu Dan Penelitian” Mandar Maju, Bandung, 1994, him 80.

Y Maria SW. Sumardjono, Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian, Gramedia,
Y ogyakarta, 1989, him 12-13.
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teori merupakan suatu penjelasan rasiona yang berkesesuaian dengan objek yang
dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.'®

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum dilakukan
untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi.® Teori hukum yang digunakan sebagai
pisau analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan teori perlindungan
hukum. Keadilan, Teori Tanggungjawab dan Teori Perlindungan hukum harus
melihat tahapan yakni pendangan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan
segada peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat pada dasarnya
merupakan kesepakatan anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan
pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.*

Beranjak dari hal tersebut, berikut peneliti akan mengemukakan beberapa
teori yang berkaitan dengan tema penelitian guna sebagai pisau analisis ini
sebagal berikut :

a. Teori Keadilan
Keadilan idea dalam pandangan Aristoteles adalah semua unsur
masyarakat mendapatkan bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam.
Manusia daam pandangannya segjgiar dan mempunyai hak yang sama atas
kepemilikan suatu barang (materi).”* Sedangkan menurut John Rawls, kebebasan

dan kesamaan merupakan unsur yang menjadi bagian inti teori keadilan.

¥ M. Solly Lubis, Op Cit, him 17.

19 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005,
him 35.

% Setjipto Raharjo, Ilmu Hukum. PT Citra Aditya, Bandung, 1991, him 45.

2t Abdul Hamid, Teori Negara Hukum Modern, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2016, him
124.
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Rawls menegaskan bahwa :

“Kebebasan dan kesamaan seharusnya tidak dikorbankan demi manfaat
sosial atau ekonomi, betapa pun besarnya manfaat yang dapat diperoleh
dari sudut itu. Rawls percaya bahwa suatu perlakuan yang sama bagi
semua anggota masyarakat yang terakomodasi dalam keadilan formal atau
juga disebut keadilan regulatif, sesungguhnya mengandung pengakuan
akan kebebasan dan kesamaan bagi semua orang.”%

Selanjutnya menurut Abdul Hamid :

“Rawls menurut Abdul Ghafur Anshari memberikan tempat dan
menghargai hak setiap orang untuk menikmati suatu hidup yang layak
sebagai manusia, termasuk mereka yang paling tidak beruntung. Menurut
Rawls, kekuatan dalam keadilan dalam arti fairness terletak pada tuntutan
bahwa ketidaksamaan dibenarkan selama memberikan keuntungan bagi
semua pihak sekaligus memberikan prioritas pada kebebasan.”*

Gagasan utama dari teori keadilan adalah menyajikan konsep keadilan yang
menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkapkan oleh
Jhon Locke ke tingkaty abstraksi yang lebih tinggi. Jhon Locke menggunakan
kontrak sosial dalam dua fungsi yaitu pertama Patum Uniones, perjanjian sosid
dimana orang sepakat untuk bersatu dalam suatu masyarakat politik yang mana
semua perjanjian tersebut sebagai kebutuhan, diadakan diantara individu yang
masuk kedalam atau membentuk masyarakat.

Locke juga menyatakan bahwa persetujuan mayoritas identik dengann suatu
tindakan seluruh masyarakat. Suatu persetujuan dimana setiap orang sepakat
untuk bergabung dalam sebuah badan politik yang mewajibkannya untuk tunduk
pada mayoritas. jadi suara mayoritas dapat mengesampingkan hak-hak milik dan
hak yang dianggap tidak dapat dicabut.*

Terhadap Pactum Uniones, ditambahkan Pactum Subjectiones, dengan nama

mayoritas menanam kekuasaannya dalam suatu pemerintahan yang fungsinya

untuk melindungi indovidu. Selama peerintaah memenuji janji itu, kekuasaannya

% |bid., him 125.

% Ibid., him 126.

# W.Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996,
him 80.
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tidak dapat dicabut.”> Upaya untuk menjaga rasa keadilan bagi setiap individu dan
menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam rangka menuju kesejahteraan (sense of
happiness) melahirkan sgfumlah implikasi dalam proses pelembagaannya melalui:
1) Penumbuhan nilai-nilai keadilan sebagai motif bertindak (Motivate of
action)
2) Perwujudan kebaikan dan kewagjiban-kewajiban agama (religious
obligations and virtues)
3) Penegakkan suatu sisrtem mangemen sosial ekonomi (Socio-economic
management) yang berkeadilan, manusiawi dan ramah lingkungan dan
4) Implementasi peran pemerintah (Role of state) dalam menjalankan sistem
politik dan kebijakan yang adil serta mensgjahterahkan untuk semua.
b. Teori tanggung jawab
Satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah
konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara
hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab
hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanks dalam hal
perbuatan yang bertentangan.?® Teori pertanggungjawaban atau tanggung jawab
hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan antara tanggung jawab Notaris yang
berkaitan dengan kewenangannya berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang

hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang

% Ibud., him 81.

% Hans Kelsen , (General Theory of Law & State ), Teori Umum Hukum dan Negara,
Dasar-Dasar [Imu Hukum Normatif sebagai I1mu Hukum Deskriptif-Empirik, Jakarta, BEE Media
Indonesia, 2007, him 81.
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dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu
delik atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana.®’

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang
menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani
kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan
otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat
meminta jasa Notaris. Mengenal persoalan tanggung jawaban pejabat menurut
Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu :

1) Teori fautes personalles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian
terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya
itu telah menimbulkan kerugian, teori ini beban tanggung jawab ditujukan
pada manusia selaku pribadi.

2) Teori fautes de services, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian
terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pegabat yang
bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada
jabatan. Penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah
kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan
ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada
tanggung jawab yang harus ditanggung.?®

Tanggung jawab profesiona adalah tanggung jawab hukum dalam
hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab
profesional ini timbul karena para penyedia jasa profesiona tidak memenuhi
perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian
penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.
Profesional itu, pertama bertanggung jawab kepada diri sendiri artinya dia bekerja

karena integritas moral, intelektual dan professiona sebaga bagian dari

kehidupannya dan kepada masyarakat. Kedua, bertanggung jawab kepada

27 |y
Ibid.
% Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2006, him
335-337.
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masyarakat. Artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa
membedakan antara pelayanan bayaran danpelayanan cumacuma serta
menghasilkan pelayanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi
masyarakat.”

Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif keuntungan,
melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Keladaian dalam
melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin
merugikan diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada tuhan.*® Notaris perlu
memperhatikan apa yang disebut sebaga perilaku profesi yang memiliki unsur-
unsur sebagai berikut :

1) Memiliki integritas moral yang mantap;

2) Harusjujur terhadap klien maupun diri sendiri;

3) Sadar akan batas-batas kewenangannya;

4) Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.®

Jabatan yang dipangku Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan justru
oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai
seorang kepercayaan, Notaris berkewgjiban untuk merahasiakan semua apa yang
diberitahukan kepadanya selaku Notaris. Kewagjiban merahasiakan dapat

dilakukan dengan upaya penuntutan hak ingkar, yang merupakan pengecualian

# ghidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Edisi Revisi). Gramedia
Widiasarana Indonesia. Jakarta, 2006, him 82.

% Abdul Kadir, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti. Bandung,2001, him 60.

3! |iliana Tedjosaputro, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 2003,
him 93.
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terhadap ketentuan dalam Pasal 1909 KUHPerdata bahwa setiap orang yang
dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian di muka pengadilan.®

Menurut Herlien Budiono, dalam lau lintas hubungan-hubungan hukum
privat, Notaris menikmati kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta
otentik. Terhadap akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam
perkaraperkara perdata, sehingga Notaris yang secara khusus berwenang membuat
akta-akta otentik demikian menempati kedudukan yang penting dalam kehidupan
hukum.*

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat
akta yang menguraikan secara otentik sesuatu yang dilakukan atau suatu keadaan
yang dilihat oleh pembuat akta itu, yakni Notaris itu sendiri, di dalam
menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akan tetapi akta Notaris dapat juga
berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh
pihak lain di hadapa Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak
lain kepada Notaris dalam melaksanakan jabatannya dan untuk keperluan tersebut
pihak lain itu senggja datang di hadapan Notaris, agar keterangan atau

perbuatannya itu dituangkan oleh Notaris ke dalam suatu akta otentik.*

c. Teori Kepastian Hukum
Tokoh dari Teori Kepastian Hukum ini adalah Hans Kelsen dan Gustav
Radbruch. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah

pernyataan yang menekankan aspek ‘“seharusnya” atau das sollen, dengan

% G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan ke-5, Erlangga, Jakarta,
1999, him 112.

* Herlien Budiono, Op. Cit. him 257.

¥ 1bid., him 258.
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menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma
adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi
aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku
dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi
masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.
Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian
hukum.*® Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai
identitas, yaitu sebagai berikut:®
1) Asm_kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari sudut
2) xlglieadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari sudut
filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di
depan pengadilan
3) Asas kemanfaatan hukum (z2wechmatigheid atau doelmatigheid atau
utilit